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PERATURAN BUFPATI BEKASI
NOMOR 11 Tamm 2013
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
M LINGERUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Memimbang

Mengingat

k2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelofaaan Buarang Milik
Draerah, perlu diadakan inventarisasi secara cermat terhadap barang-barang
milik Pemerintah kabupaten Bekasi maupun barang milik Negara vang
digunakan Pemerintah Dacrah;

bahwa untuk memperoleh data barang vang mutakhir dan akurat perlu
dilakukan sensus Barang Milik Daerah melalui pencatatan langsung di tempat
barang berada, sehingga diperoleh data barang yang lengkap yang meliputi
jumlah, jenis, lokasi, spesifikasi, bukti kepemilikan, penguasaan dan data lain
beserta seluruh permasalahannya sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris
dan Buku Induk Inventaris:

bahwa untuk keseragaman administrasi dan kelancaran kegiatan sebagaimana
yang dimaksud pada huruf a dan huref b diatas, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
dactsh Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Baral (Berita Negara
Tahun 1950},

Undang-Undang Nomor |7 Tahun 2003 tentang Keuvangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Duerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana ielah
beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undamg Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tshun 20013 Nomor 59, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia

Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 140

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah MNomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urosan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang Standar Akuntansi
Pemerintaban  (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156}

Instruksi Presiden Republik Indonesia MNomor 3 Tahun 1971 tentang
Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaanan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Organisasi  Perangkat  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2012 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahuen 2011 tentang
Pengelolaanan Barang Milik Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011 Nomor 10}




Mesctaokan © PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN

MEMUTUSKAN :

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2013

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dters Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

s

o
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Il.

[ieersh adalah Kabupalen Bekasi.

Keoala Daerah adalah Bupati Bekasi .

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh perangkat dacrah sebagal unsur penyelenggara
Pemenniah Daerah.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kasbupaten Bekasi selanjutnya disebut
DPRD Kabupaten Bekasi

APBD adelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi vang sclanjutnya
disehut APBD.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau
perolehan lainnya vang sah berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan barang ridak
berwujud,

Pengelolaaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang
Milik Daerah yang meliputi perencanaan. penéntuan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan; penerimaan, penyimpanan dan  penyaluran; penggunaan; penalausabaan;
pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan:
pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan dan funtutan ganti rogi.

Pengelola barang milik daerah adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabal yang berwenang dan
bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik dacrah.

Pembantu pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang sesuai dengan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan
pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).

Pengeuna Barang Milik Daerah adalah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah
sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

Kuasa pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah vang berada
dalam penguasaannya.

12 Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai vang ditugaskan untuk menerima,
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menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah,

Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang ditugaskan untuk mengurus dan
mencatat barang milik daerah dalam pemakaian yang ada di setiap SKPD/Unit Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah
selaku pengguna barang

. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang
16,

Kartu Inventaris Barang selanjutnya disebut KIB, kartu untuk mencatat barang-barang
inventaris secara tersendini atsu kumpulan/kolektif dilengkapi data  asalvolume,
kapasitas,merk, tipe, nilai/harga data lain mengenal barang tersebut, yang dipertukan untuk
inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang terscbut belum dihapuskan
Kartu Inventaris Barang terdiri dari Kartu Inventaris Barang A sampai dengan Kartu
Inventaris Barang F.

Kartu Inventaris Ruangan selanjutnya disebut KIR adalah Kartu untuk mencatat barang-
barang inventaris yvang ada dalam suatu ruangan.




I£ Bokw loventaris yang selanjutnya disebut Bl adalah himpunan catatan data teknis dan
sdministras: yang diperoleh dari catatan kartu barang mventans ( KIB } sebagai hasil sensus
& tisp —tiap Satusn Kerja Perangkat Daerah yang dilsksanakan serentak pada wakiu tertentu,
1% Buke Induk Inventaris ( BII ) merupakan gabungan dari buku inventaris.

BAB 11
SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Bagian Pertama
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

{0) Maksod dari pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut amanat
Peesturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tabsn 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 yang
Sgunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah,

') Tegman vang ingin dicapai dari pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah adalah untuk
memperoleh data kekayaan Pemenintah Daerah, schingga dapal meningkatkan tertib
sdmunisirasi, tertib rencana  kebutuhan, tertib pelaksanaan pengadaan, terlib inventarisasi,
ertih  penggunaan, tertib  pengamanan, tertib pemeliharaan/perawatan dan  tertib
peaghapusan.

4% Data barang secara lengkap, baik mengenai spesifikasi, status kepemilikan maupun dava
guna dari setiap barang yang ada diseluruh Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
diperoleh dari Sensus Barang Milik Daerah digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 3

(1) Tahapan Persiapan dilaksanakan oleh :

& Panitia Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi
b Panitia Sensus Barang Mihk Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah,

12) Tahapan Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh masing-masing
pengguna/kuasa pengguna pada satuan kerja perangkat daerah dengan mengisi formulis
buku inventaris secara ferinci sesuai dengan kondisi yang schenamya.

13) Formulir yang wajib diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran,
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14) Secara teknis pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengurus Barang
vang berada pada Satvan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dan diketahui Kepala
Satwan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan beserta Panitia Sensus  Barang Milik
Daerah dalam melaksanakan tugasnya,

Bagian Ketiga
Metode dan Prosedur

Pasal 4

(1) Pelzksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi dilakekan dengan metodolog
kombinasi Sensus total dan mutasi yaitu melakukan pencacahan terlebih dahulu terhadap
scfuruh barang inventaris sesuai Kondisi vang sehepamyva dan selanjuinya dilakukan
pencocokan dengan data inventans per 30 Juni 2013 sebagai data pembanding,

{2) Objek dari Sensus Barang Milik Daerah adalah :

& Barang milik Daerah termasuk barang vang dipisahkan pada perusahaan Daerah/Badan
Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.




5 Berang milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusst yang dipergunakan oleh

Pemenntah Kabupaten Bekasi.
¢ Barang milik Deerah vang berupa persediaan tidak termasuk dalam Sensus Barang Milik
Dacrah.
{5) Barsne dicatat sccara Terpisah sesual kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
2) deatas.

§4) Eheses untuk barang milik Pusat dalam hal ini Kementerian apabila ada aturan/petunjuk
#s Kementerian yang bersanghkutan, maka pﬁugguna."kuasa penggLna tidak pr::h.!
mescatat menginventaris barang tersebut berdasarkan petunjuk ini, tetaps +I:I|1ak:-‘.al_1&kan Sesuai
Semwan petunjuk Kementerian bersangkutan dan tembusannya harus disampaikan kepada
Berwts melalui Sekretaris Daerah c.q Dinas Pendapatan Pn:ngeln!gan Kevangan d_an Aset,

5 Sebernb Barang Inventaris SKPD oleh Pengurus Barang harus dicocokan dan dicatat dengan
Jempkan sesuai dengan keadaan barang pada saat itu dalam bentuk :

3 Karre Inventaris Ruangan (KIR) _
1 Kartu Inveniars Eﬂ_‘mn_g [_KIB} vang terdiri dari ;

EIB A : Tanah

KIBB  : Mesin dan Peralatan

KIBC  : Gedung dan Bangunan

KIBD  : Jalan, Irigasi dan Jaringan

KIBE : Aset Tetap lainnya

KIBF : Kontruksi dalam pengerjaan
2 Bake ioventaris Barang

o8 Mebsnsme Pelaksanaan pengumpulan data Sensus  Barang Milik Daerah vaitu semua
Pemezuna Kussa Pengguna melakukan Sensus Barang Milik Dacrah dengan tahapan dimulai
i Satuan Kerja terendah secara berjenjang sebagai berikut :

1} KEslurahan

Setizp Kelurahan mengisi :

2) Karle Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F dalam rangkap 2 (dua) sesuai
petunjuk pengisian.

b} Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurul ruangan masing-
masing

c) Buku Inventaris Barang vang berada di Kelurahan yang bersangkutan masing-masing
dalam rangkap 4 (empat) yang terdiri dari ;

- Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi
- Buku Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi (kalau ada)
Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada)

d) Lembar ke-4 Buku Inventaris kelurahan di simpan di Kantor Kelurahan sebagai arsip.

sedangkan lembar 1 5.d 3 disampaikan/dikirimkan ke Kecamatan.
2) Kecamatan

Setiap Kecamatan mengisi :

2) Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F dalam rangkap 2 {dua) sesuai
petunjuk pengisiarn,

b) Kariu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-
masing

¢) Buku Inventaris Barang yang berada di Kecamatan vang bersangkutan masing-
masing dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari ;

Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi
- Buku Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi (kalau ada)
- Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada)

d) Lembar ke-3 disimpan di Kantor Camat sebagai arsip (Buku Inventaris Kecamatan),
sedangkan lembar ke-1 sd 2 disampaikan/dikirimkan Bupati Bekasi melalui
Sekretaris Daerah/Dinas Pendapatan Pengelolaan Kevangan dan Aset,

3) Sekolah Negeri (SD, SLTP, SMU DAN SMK)

Setiap Kepala Sekolah (SD, SLTP, SMU DAN SMK) mengisi :

a) Kartu Inventaris Barang (KIB) A. B, C, D, E dan F dalam rangkap 2 {dua) sesuai
petunjuk pengisian.
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b) Karu Ioventars Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut resngan masing-
masing.

©) Buku Inventaris Barang yang berada di SD/SLTP/SMU dan SMK yang bersangkutan
masing-masing dalam rangkap 5 (lima) yang lerdin dari :

- Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi
- Buku Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi (Kalau ada)
. Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada) _

&) Buku Inventaris Barang yang berada di Sekolah yang bersangkutan rangkap 5 (lima).
jembar ke-5 pada Sekolah yang bersangkutan sebagai arsip (Buku lnventaris
SONSLTPSMUdan SMK), sedangkan lembar ke 1 5.d 4 dikirimkan/disampaikan
kepada Kuasa pengguna (UPTD) dan Dinas Pendidikan,

Rassa Pengguna atan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) P

Setiap Kuasa Pengguna atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mengisi ; :

3) Kartu Inventanis Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F dalam rangkap 2 (dua) sesual
petunjuk pengisian.

&) Karo Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurul ruangan masing-
masing

¢) Buku Inventaris Barang vang berada di UPTD yang bersangkutan masing-masing
dalam rangkap 4 (empat) dan kemudian menggabungkannya dalam Buku inventaris
dari semua satoan kerja dibawahnya menjadi Buku Inventaris Kuasa Pengguna
(UPTD). Dari buku Inventaris dimaksud hares dibuatkan Rekapitulasinya.

Lembar ke-4 di simpan di KuasaPengguna/UPTD sebagai arsip, sedangkan lembar
ke-1 s.d 3 disampaikan/dikirimkan ke SKPD vang bersangkutan.

Buku Inventaris Kuasa Pengguna/UPTD yang terdiri dari :

- Buku Inventans Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi

- Buku Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi (kalau ada)

- Buoku Inventanis Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada)

Pengguna Barang (SKPD)

Setiap Peagguna Barang/SKPD mengisi

) Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F dalam rangkap 2 (dua) sesuai
petunjuk pengisian,

b) Kariu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurul ruangan masing-
masing,

<) Buku Inventaris Barang yang berada di SKPD yang bersangkutan rangkap 3 (tiga)
dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan Buku inventaris dari semua
semud Kuasa Pengguna (UPTD) menjadi Buku Inventaris SKPD. Dari buku
Inventans dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya.

Lembar ke-3 di simpan di SKPD sebagai arsip, sedangkan lembar ke-1 sd 2
disampaikan/dikirimkan ke Sekretaris Dacrah Kabupaten Bekasi/Dinas Pendapatan
Pengelolaan Kevangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

Buku Inventaris Kuasa Pengguna/UPTD vang terdiri dari :

- Buku Inventaris Barang Milik Duerah Kabupaten Bekasi

- Buku Inventaris Barang Milik Dacrah Provinsi (kalau ada)

- Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada)

Kuass Pengguna Unit (Kepala Bagian) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi

Setiap Kuasa Pengguna Unit mengisi ;

#) Karte Inventans Barang (KIB) A, B, C. I, E dan F dalam rangkap 2 (dua) sesuai
petunjuk pengisian.

by Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-
masing.

¢) Buku Inventaris Barang vang berada di Kuasa pengguna Unit Sekretariat Daerah
dalam rangkap 3 (tiga) barang-barang vang ada pada Sekretariat Daerah (Setda) dan
setelah diss, kemudian menggabungkannya dengan Buku mventans dan semua sub
unit, lembar ke-3 disimpan di Unit Setda sebagai arsip (Buku Inventaris Unit Setda).
sedangkan lembar ke-1 s&/d 2 disampaikan dikirimkan ke Sekretaris Daerah
Kabupaten Bekasi/Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Bekasi.




Buku loventaris umt/Satuan Kena Setda vang terdin dan -

- Buoku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi

- Buku Inventaris Barang Milik Daerah Provins: (kalau ada)
- Buku Tnventaris Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada)

T) Sekretariat Dacrah Kabupaten Bekasi, mengisi :

al
b}

<

Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C. D, E dan F dalam rangkap 2 (dua) sesuai

petunjuk pengisian. )

Karty Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-

masing.

El.li:un%nv:n:aris Barang vang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi dalam

rangkap 2 (dua) dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan  Buku

mventaris dari semua Kuasa Pengguna Unil Setda menjadi Buku Inventaris

Sekretariat Daerah kabupaten Bekasi, Buku-buku Inventaris Sckretariat Daerah

dimaksud dibuat Rekapitulasinya. lembar ke-2 disimpan di Sekretaris Daerah
ten Bekasi sedangkan lembar ke 1 dikirim/disampaikan ke Bupati Bekasi.

Buku Inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari :

- Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi

- Bukue Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi (kalau ada)

- Bukuy Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada)

%) Pemenintah Kabupaten Bekasi

]
b)

<

dj

Menernima Buku Inventaris dan semua SKPD (termasuk Satuan Kerjanya) dan setda

Kabupaten Bekasi (termasuk Kuasa Pengguna) dalam rangkap 2 {dua).

Lembar ke-2 {(dua) di simpan di Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi/Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuvangan dan Aset, scdangkan lembar ke 1

dikirim/disampaikan ke Bupati.

Boku-buku inventans tlersebut sclanjutnya dikompilasi oleh Sekretans Dacrah

Kabupaten Bekasi/Dinas Pendapatan Pengelolaaan Keuangan dan Aset sebagai pusat

inventarisasi, untuk diperoleh :

- Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi sebanyak 2 (dua)
rangkap. Rangkap ke-1 (asli) disimpan di Pemerintah Kabupaten Bekasi dan
rangkap ke-2 dikirimy/disampaikan ke Provinsi Jawa Barat.

-  Buku Inventaris Barang Provinsi sebanyak 2 rangkap. Rangkap ke-1 (ash)
dikirim/disampaikan ke Provinsi Jawa Barat, rangkap ke-2 disimpan di
Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 2 (dua) rangkap (kalau
ada). Rangkap ke-1 (ash) dikinm/disampaikan ke masing-masing Kementerian,
rangkap ke-2 di simpan di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Buku Induk Inventaris Barang Milik Dacrah Pemerintah Kabupaten Bekasi dibuat

daftar Rekapitulasi Induk untuk menggambarkan jumlah barang Pemerintah

Kabupaten Bekasi, Sedangkan Buku Inventaris Barang-barang Provinsi, Barang

milik/Kekayaan ' Negara dibuatkan pula Daftar Rekapitulasinya masing-masing

rangkap 2 (dua), untuk memudahkan Provinsi mengumpulkan/mengkompilasi daftar

Rekapitulasi tersebut di Provinsi untuk disampaikan kepada :

a. Menteri Dalam Negeri:

b. Arsip {di Provinsi yang bersanghkutan)

Bagian Keempat
Jadwal Pelaksanaan

Pasal 5

Agar Sensus Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh Satan Kerja
Perungkat Daerah (SKPD), maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan sebagai
berikul :
& Persiapan, bulan Februari sampai dengan April;

b Sosialisasi bagi para Pengurus Barang dan Sekretariat Panitia Sensus Barang Milik Daerah

Bulan Mei sampai dengan Juni;




¢ Pelslcanaan Scnsus Barang Milik Dacrah Bulan Juli Sampai dengan November:

& Pesgerahan pemasangan kode barang Bulan Desember;
= Esalessi dan Pelaporan hasil Sensus Barang Milik Daerah Bulan Desember;

BAB Il
PELAKSANAAN SENSUS BARANG

B.agjan Pertama
Persiapan

Pasal &

Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah ini digunakan sebagai pedoman
Bes para petugas dan Pengurus Barang SKPD agar dapat melaksanakan tugas dilapangan
khii:_
1 mencapai sasaran tersebut diatas dalam Petunjuk Teknis ini akan divraikan secara
‘s yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan,
1 taban persigpan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dinas
Pesdscutan Pengelolaan Keuangan dan Asetl harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
1 Sersl Keputusan Bupati Bekasi tentang Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah

Eabupaten Bekasi Tahun berjalan
2 Pesvempurnaan Kode Lokasi dengan adanya Pengembangan SKPD baru di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bekasi.
% Pesstwran Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah

Kabwpaien Bekasi Tahun 2013,
4 Baban Sensus Barang Milik Daerah yaitu ;

~ Peraturan Bupali tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;

- Formulir isian Buku Inventaris, Data KIR, Data KIB (A.B,C.D.E dan F), Formal

Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Imventarisasi Barang:

~ Stiker Kode Barang;

~  Dan lain-lain vang diperlukan
5 Sosialisasi bagi Panitia, Pengurus Barang selaku Petugas Sensus Barang Milik Daerah

dan Sekretariat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 7

W8} Famitia Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi mencetak dan
mr-npaﬂ:an bahan Sensus Barang Milik Daerah kepada seluruh SKPD antara lain :
1. Data KIB A.B,.C,D.E, dan F per 30 Juni 2013 sebagai pedoman dan bahan pembanding
dalam melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah;
= Formulir Buku Inventaris untuk melaporkan sceluruh barang vang belum tercatat sampai
dengan 30 Juni 201 3 batk barang baru maupun barang lama;
3. Data KIR;
4 Formulir Daftar Usulan Barang yang akan dihapus untuk melaporkan dan mengusulkan
Barang Inventaris yang sudah rusak/hilang/tidak berdaya guna;
Format Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Inventarisasi Barang;
Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi.
+2) Pengurus Barang SKPD selaku petugas Sensus Barang Milik Dizersh setelah menerima Buku
Imventaris per 30 Juni 2013 sebagai data pembanding kemudian melakukan kegiatan sehagai
benkut ;
I Melakukan pencacahan barang inventaris SKPD vyang bersangkutan sesuai dengan
keadaan sebenarnya dan melaporkan hasilnya;
2 Selanjuinya mencocokan, meneliti dan mengkoreksi data barang inventans per 30 Juni
20013 dengan hasil pencacahanbarang vang sebenarnya;

e




1) Apabila barang yang tercatat dalam Buku KIB sesuaj dengan fisik barangnyd beri
ramda chek () pada nomor urut dalam buku inventans:

7) Apabila terdapat barang yang tidak tercatal dalam Buku KIB, maka barang tersebut
arus dicatat dalam formulir Buku Inventaris baru:

3) Apabila terdapat barang yang tidak sesuai antara data dan fisik barang, maka data
Beku KIB dikoreksi dengan cara mencoret data yang sehenarnys dan selisih
kurangnya dicatat pada formulir Daftar Usulan Barang uniuk dihapus. (Catatan :
dengan cara memberi tanda minus { ) pada Nomor urut dalam Buku KIB);

4) Setigp corctan tersebut harus diparaf pada setiap baris dibagian kanan Buku
Inwentaris oleh Pengurus Barang Yang bersangkutan.

3 Mengisi KIR dan KIB baru, sesuai data barang yang oda di masing-masing SKFD
4 Melaporkan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris Yang sudah  tidak
perdava guna/rusak berathilang dengan menggunakan formulir Daftar Usulan Barang
yang akan dihapus:
5 Mendampingi dan memberikan penjelasan yang diperlukan.
- dan mencocokan data hasil Sensus Barang Milik Daerah yang telah dikerjakan oleh
"~ Pemgurus Barang SKPD vang bersangkutan terhadap 6 (enam) golongan barang, meliputi :
L Tenzh
Tasah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkehunan, Kebun Campurar. Hutan.
+enah Kolam Tkan, Danau/Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-alang dan
Padang Rumput, Tanah Penggunadn Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan
Tsnsh Badan Jalan, dan lain-lain sejenisnya.
B Pemlaisn dan Mesin
2.1 Alat-alat Besar
Alst-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu dan lain-lain jenisnya.
27 Ajst-alat Anghkutan
Afat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkut Darat tak Bermolor, Alal Angkut
Apung Bermotor, alat Angkut Apung tak Bermotor. Alat Angkut Bermotor Udara,
dan |ain-lain sejenisnya.
23 Alat-alat Bengkel dan Alal Ukur
Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain sejenisnya.
= 4 Alat-alat Pertanian/Pelernakan
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemcliharaan Tanaman/Fasca
Penyimpanan dan lain-lain jenisnya.
=3 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Eantor, alat Rumah Tangga dan lain-lain sejenisnya.
2 6 Alat-alat Kedokteran
Alat Studio, Alat Komunikasi
2 7. Alat-alat Kedokteran
Alat Kedokteran seperii Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat
Kedokieran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat
Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya
3§ Alat-alat Laboratorium
Unit Alat Luboratorium, Alat Peraga/Prakick Sckolah, dan lain-lain sejenisnya.
29 Alat-alat Keamanan
Senjata api, Persenjataan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar, dan lain-lain
sehagainya,
f1 Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Gudang, Bangunan
fnstalasi, Bangunan Gedung Tempal [hadah, Rumah Tempat Tinggal, Bangunan
Monumen (Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugn Peringatan. dan gedung
|ainnya yang sejenis.
IV Jalan, Irigasi. dan ] aringan
4.1. Jalan dan Jembatan
Jalan, Jembatan, Terowongan, dan lain-lain sejenisnya.
172 Bangunan Air/Irigasi

. dan lain-lain sejenisnya.



Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Pasang, Bangunan Air Pengembangan Rawa
dan Polde, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul. Bangunan Air Minum,
mmm dan Bangunan Air lain yang sejenisnya.

H:Im Ajr Minum, Instalasi air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi
_hgnhlnu Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik,
dan lain-lain sejenisnya.

m ' F) n 1 - i [
 Jaringan Air Minum. Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.
sct Tetap mf:h,
51 P‘-ﬂpﬂ.ﬁ an
.'m seperti Buku Umum Filsafat, Agama, limu $osial, limu Bahasa, Matematika
dan Pengetahuan Alam, lmu Pengetahuan Praktis, Arsitektur, Kesenian, Olah Raga,
 Geografi, Biografi, Sejarah, dan lain-lain sebagainya.
£ 2 Barang Bercorak Kesenian
. Barang bercorak Kesenian, Kebudayvaan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat kesenian
slat Olak Raga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.
. Mewan Ternak dan Tanaman
Hewan seperli binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Ikan, Hewan
i;dmi:ﬂ;:mmng, dan lain-lain sejenisnya.
wksi Dalam Pengerjaan
LB 'Famha Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berada
h Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mencrima dan meneliti berkas
_ a dimaksud angka 3 diatas dari SKPD Pemerintah Kabupaten Bekasi selanjutnya
:an ke panitia Sensus Barang Milik Daerah Tingkat Provinsi,

Bagian Ketiga
Pemasangan Kode Barang dan Tanda Kepemilikan

Pasal B

h:ulg dan tanda kepemilikan harus dicantumkan pada setiap aset letap, milik
srimtah Daerah, kecuali untuk Kontruksi dalam pengerjaan dan apabila roang/tempat
'huuﬁa tidak dapat memuatnya, cubup dicatat dalam Buku Inventaris (BI), Kartu
r ﬂamng (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
gan/pencantuman Kode barang dan tanda kepemilikan barang sebagaimana
pts.ul (1) dilakukan oleh pengguna berkoordinasi dengan Pembantu Pengelola,
. Hlnng dan tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditempatkan
s bagian badan yang mudah dilihat.
Kol Barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor lainnya di tempatkan pada
badan vang mudah dilihat.

Bagian Keempal
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

1) Evalussi Sensus Barang dilaksanakan seielah kegiatan pencocokan antara data barang

dengan fisik barang,
12 Pelaporan Sensus Barang dilaksanakan setelah seluruh kegiatan berakhir.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

ati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ﬁapat mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
ya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Bed 2013
E{ BUPATI BEKASI A

flfﬂi'-' GHASANAH YASIN




